
 

 

 

 

WALI KOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN WALI KOTA JAMBI 

NOMOR 31 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 86 
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA  

PEMBERIAN PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN,  
UANG JASA PENGABDIAN SERTA BELANJA PENUNJANG  

KEGIATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA JAMBI, 

 

Menimbang :   a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam 
melaksanakan fungsinya, perlu melakukan penyesuaian atas 
tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Jambi; 

b. bahwa penyesuaian besaran tunjangan perumahan bagi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, sesuai 
dengan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas berdasarkan 

kajian/perhitungan dari lembaga penilaian independent; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali 
Kota Jambi Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Besaran dan Tata Cara Pemberian Penghasilan, Tunjangan 
Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Serta Belanja 
Penunjang Kegiatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi 
di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6961); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6847); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa 
Barang Milik Negara; 

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran 
Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 9);  

16. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 86 Tahun 2018 Tentang 

Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pemberian Penghasilan, 
Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Serta 
Belanja Penunjang Kegiatan Bagi Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Jambi 
Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 86 Tahun 
2018 Tentang Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pemberian 
Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa 
Pengabdian Serta Belanja Penunjang Kegiatan Bagi 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 3). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 86 TAHUN 
2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA 
PEMBERIAN PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, 
UANG JASA PENGABDIAN SERTA BELANJA PENUNJANG 
KEGIATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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PASAL I 

Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 
86 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara 

Pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa 
Pengabdian Serta Belanja Penunjang Kegiatan Bagi Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 86) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 86 
Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara 
Pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa 
Pengabdian Serta Belanja Penunjang Kegiatan Bagi Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 
Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 

 

Ketentuan Paragraf 6 Pasal 15 ayat (5) huruf a, huruf b, dan 
huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Tunjangan Perumahan 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan 
perlengkapannya bagi pimpinan DPRD sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah Negara 
dan perlengkapannya bagi anggota DPRD sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
Rumah Negara dan perlengkapannya bagi anggota DPRD, 
dapat diberikan tunjangan perumahan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang 
dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji dengan memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang 
berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah 
Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD dilakukan melalui penilaian yang dilakukan oleh 
Tim Penilai independen. 

(6) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota dengan tetap 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 
standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas 
bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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PASAL II  

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Jambi. 

 

 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal 25 September 2024 

Pj. WALI KOTA JAMBI, 

  ttd. 

 

 SRI PURWANINGSIH 

 
Diundangkan di Jambi 
pada tanggal 25 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 

 

ttd. 

A. RIDWAN 

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 

 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA JAMBI 

 
ttd 

 

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H 
Jaksa Madya 

NIP. 19860913 200812 1 001 
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